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Tanggal 18 Nopember 1924,
Harian al-Hisab di Mesir memuat
berita tentang Mu’tamar al-Islam 1i al-
Khilatah di Mesir yaing bertujuan un-
tuk mengajak ummat Islam untuk
membai’at salah satu raja atau
pemimpin negara sebagai khalifah bagi
kaum muslimin secara keseluruhan, se-
telah keiatuhan Khilafah Turki Usmani
pada tanggal 3 Maret 1924 yang di-
hapuskan oleh Mustafa Kemal Atatruk.
Tetapi mu'tamar ini tidak berhasil me-
rumuskan langkah-langkah terinci yang
dapat mengangkat khalifah baru yang
diakui oleh kaum muslimin.

Belum padam semangat sebagian
kaum muslimin untuk mengembalikan
sistem khilafah, pada tahun 1925 telah
terbit sebuah buku dengan judul Al-Is-
lam wa Ushul al-Hukmi yang ditulis
oleh Syaikh Abdu al-Raziq yang me-
ngeluarkan pernyataan, bahwa Islam
tidak mengatur masalah kekhalifahan,
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pemerintahan dan negara, serta Islam
tidak menghajatkan semua itu. Untuk
menggambarkan bahwa sistem khilafah
tidak terkait dengan Islam, Syaikh
Abdu al-Raziq (1985: 57) menulis
yang artinya Sebagai berikut:

Adakah syiar agama mereka ter-
bengkalai dan urusan ummatnya terabai-
kan, ataukah menjadi gelap negeri mereka
karcna tidak adanya "bintang" khalifah
yang menyinarinya, adakah rahmat Allah
terputus dari langit dan bumi mcrcka aki-
bat keterlepasan mercka dari kekhilafahan,
sama sekali tidak, mereka terpisah, namun
bumi tidak menangis karena kejatuhannya.
Hari-hari besar dan masyarakat scdikitpun
tidak terabaikan. Mari kita memohon per-
lindungan Allah, Allah samasekali tidak
menghendaki bila agama yang la jamin ke-
abadiannya ini, kcluhuran dan kehinaannya
tergantung sepenuhnya pada bentuk pe-
merirtahan dan bertahtanya para penguasa.
Scmoga apa yang tclah aku uraikan di atas,
dapat memberi kepuasan kepada pembaca,
bahwasanya teori khilafah atau imamah al-
udzma yang mereka tetapkam itu bukanlah
merupakan sistem yang ditegakkan atas
ajaran agama yang benar dan tidak pula
pada akal schat ....

II

Kemunculan buku yang menan-
pilkan pemikiran Syaikh Ali Abdu al-
Raziq tentang khilafah dan negara da-
lam Islam ini, segera menjadi isyu
yang mencuat di tengah-tengah Kkaum
muslimin, cerutama di negeri tempat ia
hidup dan bertempat tinggal, yaitu di
Negeri Mesir.  Ali Abdu al-Raziq ada-
lah mantan Menteri Wakaf Mesir, Ha-
kim pada Mahkamah Syari’ah yang
sekaligus juga ia menyandang gelar



ulama Al-Azhar University.

Tulisan Abdu al-Raziq ini me-
munculkan reaksi dari berbagai ka-
langan, antara lain reaksi dari Dr.
Yusuf Musa dalam buku Politik dan
Negara dalam Islam yang diterbitkan
oleh LSI menyebutkan, bahwa Rasyid
Ridha salah seorang ulama kenamaan
di Mesir telah menyatakan, bahwa
pandangan tentang Islam tidak meng-
atur masalah kekhilafahan dan negara
adalah pandangan dan pemikiran
menyeleweng  serta mulhid.  Selan-
jutnya Abdu al-Raziq dipecat dari ke-
dudukannya sebagai hakim dan sebagai
ulama al-Azhar di Mesir.

Reaksi terhadap Abdu al-Raziq ti-
dak sampai disitu saja, karena pemikir-
an yang kontroversial itu mendorong
orang-orang untuk lebih mengetahui
latarbelakang pribadi dan  kehidup-
amya. Dalam pengantar buku terje-
mahan Abdu al-Raziq yang diterbitkan
oleh Pustaka Salman, disebutkan bah-
wa ayah dan saudara Abdu al-Raziq
yang bermama Hasan mempunyai hu-
bungan rapat dengan Inggris. Ali
Abdu al-Raziq mengikuti kuliah di Al-
Jami’ah al-Mishriyah yang banyak
memiliki  dosen (tenaga pengajar)
orang asing, antara lain pengajar filsa-
fat adalah Prof. Santillana. Setelah
menamatkan pendidikannya di Jami’ah
al-Mishriyah pada tahun 1911, Ali
Abdu al-Raziq melanjutkan pendi-
dikanmya di Oxford University di Ing-
gris. dan di sana ia mempelajari eko-
nomi dan politik.

Sepulangnya dari Inggris pada ta-
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hun 1915, ia diangkat menjadi hakim
Mahkamah Syar’iyah. Tanggapan dari
Dr. Muhammad Dhiya al-Din al-Rais,
seorang guru besar Sejarah Islam di
Universitas Cairo dengan cara ia
menerbitkan buku tanggapan terhadap
bukunya Ali Abdu al-Raziq tersebut,
ia menduga kuat, bahwa penulis buku
Al-Islam wa Ushul al-Hukmi bukan
Ali Abdu al-Raziq, tetapi bemama
Margoliouth seorang Yahudi yang
menjabat guru besar bahasa Arab di
Inggris.

Terlepas siapa seberarnya Al
Abdu al-Raziq yang telah menulis
buku Al-Islam wa Ushul al-Hukmi ini,
namun yang jelas pandangannya ini
banyak dirujuk oleh para pemikir mus-
lim, seperti Ahmad Luthfi Sayyid
Thaha Husain dan Muhammad Husain
Haikal, dan dikemudian hari pemikiran
Abdu al- Raziq ini dijadikan model
pemikiran ummat Islam terhadap nega-
ra Islam.

1

Ahmad Tafsir dalam pengantar
terjemah buku al-Islam wa Ushul al-
Hukmi menyatakan, bahwa pemikiran
Abdu al-Raziq ini sebagai model Ne-
gara Skuler yang mementingkan aga-
ma. Inti pandangannya menurut Taf-
sir adalah: "Bahwa dalam negara
model ini agama dipentingkan, dipeli-
hara dan dikembangkan. Hal itu dila-
kukan karena negara melihat berkem-
bangnya agama akan memperkuat ne-
gara, negara berkepentingan pada aga-
ma, tegasnya agama, berguna bagi ne-



gara dan agama berkepentingan terha-
dap negara, negara yang kuat akan
memperkuat agama, tegasnya berguna
bagi agama ..." (Abdu al-Raziq, 1985:
VI).

Pemikiran model negara sekuler
yang mementingkan agama seperti ini
cenderung  diikuti  oleh  Munawir
Syadzali (1990: 236), yang menyata-
kan:

"Kiranya cukup bertanggungjawab
terhadap Islam, kalau kita kemudian cen-
derung mengikuti aliran ketiga, aliran yang
pada satu sisi menolak anggapan bahwa
dalam Islam terdapat scgala-galanya terna-
suk sistem politik, dan pada sisi yang lain
tidak sctuju dengan anggapan bahwa Islamn
adalah agama yang samasekali sama de-
ngan agama-agama yang lain, aliran yang
percaya bahwa dalam fslam terdapat
seperangkat prinsip dan tatznilai ctika bagi
kehidupan benmnasyaraka: dan bemegara
seperti yang Kita temukan dalam al-Quran
yang memiliki kelenturan dalam pelaksa-
naan dan penerapannya dengan memper-
hatikan perbedaan situas: dan kondisi an-
tara satu zaman dengan zaman yang lain,
serta antara saw budaya dengan budaya
yang lain" (1990: 236).

Pemikiran Raziq ini diikuti pula
oleh Dawam Raharjo, Direktur Lem-
baga Studi Agama dan Filsafat
(LSAF), scperti yang ia tuturkan da-
lam seminar internasional tentang aga-
ma dan perkembangan kontemporer di
Yogyakarta pada akhir bulan Septem-
ber 1992, scebhagai berikut:

Menurut pandangan gerakan Islam,
konsep negara berdasarkan Islam bukan sc-
buah Teokrasi, tetapi Tco-Demokrasi, jika
suatu negara didasarkan pada agamna, khu-
susnya Islan, scperti berlaku di Pakistan.
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Konsekwensinya segala hukum dan perun-
dang-undangan harus didasarkan kepada
hukum syari’ah, maka konsep ini lcbih le-
bih dekat kepada Teokrasi dari Teo-de-

mokrasi. Bahkan konsep seperti itu akan
menimbulkan kekuasaan wilayatul fakih se-
perti Republik Islam Iran dengan konsek-
wensi kekuasaan tertinggi akan dipcgang
ulama. Karena itu konsep teo-demokrasi
Iebih tepat diwujudkan dengan Pancasila
daripada modecl negara berdasarkan agama.
Oleh sebab iu, suatu pemerintahan oleh
suatu otoritas kcagamaan yang diwakili
oleh birokrasi ulama, perlu dihindarkan,
karena hal itu akan membentuk sistem
kependetaan yang tidak ada dasamya da-
lam lslamn (Pikiran Rakyat, 25-9-1992).

Pernyataan Dawam Raharjo, bah-
wa negara  yang memberlakukan
syari’at Islam lebih mendekati model
negara Teokrasi yang mengarah pada
sistem kependetaan, atas dasar itu
setuju sekali bagi bangsa Indonesia
yang mengambil paham Teo-demokrasi
dengan Pancasilanya, pendapatnya ini
justeru berlawanan dengan pernyataan
Abu al-Alla al-Maududi, seorang dan
pemikir muslim dari negara Pakistan,
dalam bukunya Sistem Politik dalam
Islam, menyatakan:

Nama yang lebih cocok untuk politik
Islam ini adalah "Kerajaan Tuhan” (King-
dom of God) yang di dalain bahasa politik
disebut "Tcokrasi”, tetapi Teokrasi Islam
merupakan sesualu yang samasekali berbe-
da dari Teokrasi yang pemah jaya di
Eropa tempat terjadinya pengalaman pahit,
karcna adanya kelompok pendeta, yaitu
sualu kelompok masyarakat Khusus yang
melakukan dominasi tak terhingga dan me-
negakkan hukumnya sendiri atas  nama
Tuhan, dan pada akhimya memaksakan ke-
llahian dan Ketuhanan mercka sendini atas
rakyat.  Sistem seperti ini justeru lebih



bersifat Syaithaniah dari pada llahiah. Sa-
ngat bertolakbelakang dengan hal ini, ka-
rena Teokrasi yang dibangun [slam tidak-
lah dikuasai olch kelompok keagamaan
manapun, kecuali scluruh masyarakat ls-
lan dari segala kclomdok. Scluruh pen-
duduk muslim menyelenggarakan pemerin-

tahan, sejalan dengan  Kitab  Allah  dan
praktck  Rasul  Allah.  Jika  saya
diperkenankan untuk menggunakan istilah
baru, saya akan menycbut sistem politik
schbagai  "Teo-demokrasi”,  yaitu  sualu
sistem pemerintahan Demokrasi liahi, ka-
rena  di bawah  naungan-Nya  Kaum
muslimin telah diberi kedaulatan yang ter-
batas di bawah pengawasan Tuhan, ck-
sckutif yang terbentuk berdasarkan kehen-
duk umum kaum muslimin yang juga ber-
hak untuk menumbangkannva (al-Maududi,
1988: 160).

Maodel pemikiran lain tentang ne-
gara, seperti elah  disebutkan  oleh
Munawir Syadzali adalah model nega-
ra sekuler, yaitu Suatu negara yang
memisahkan samasekali kehidupan ke-
agamaan dari urusan negara. Negard
tidak mengurusi agama dan agama ti-
dak mengurusi negara. Contoh model
negara ini adalah Amerika dan nega-
ra-ncgara CEropa Barat. Di negara-ne-
gara seperti ini dalam kehidupan pri-
badi harus memiliki Ketaatan Kepada
Tuhan, sedangkan dalam kehidupan
bermasyarakat, mereka  memiliki
ketaatan Kepada penguasa pemerin-
tahan.

Negara mode!l ini memiliki dua
ketaatan sekaligus, sehingga terkenal
slogan "Berikan hak Tuhan kepada
Tuhan dan hak Kaisar kepada Kaisar",
pemyataan ini sebenamya merujuk ke-
pada pada doktrin Injil, maka menurut

kelompok ini Islam juga harus dipisah-
kan samasekali dari urusan kenega-
raan. Islam adalah urusan pribadi ma-
sing-masing dan negara tidak ada ke-
pentingannya dengan agama Islam, se-
bagaimana Islam juga tidak berke-
pentingan terhadap negara.

Model pemikiran ketiga di ka-
langan kaum muslimin adalah model
negara agama, dalam hal ini adalah
model negara Islam. Kelompok ketiga
ini berpandangan bahwa Islam adalah
sebuah ajaran yang lengkap, mengatur
ckonomi, politik, sosial budaya dan
pertahanan keamanan. Islam mengatur
selurub strata sosial, mulai dari masa-
lah-masalah individu sampai masalah
Ketatanegaraan, dari ulama kontem-
porer model ketiga ini misalnya diwa-
kili oleh pemikiran Hasan al- Banna,
Sayyid Quthub, Ismail Raji al-Farugi
dan  al-Maududi  dan  lain-lainnya.
Pada pemikiran kelompok ketiga ini
mendirikan negara  Islani  merupakan
kewajiban bagi kawn muslimin,

Kelompok ketiga yang mengaju-
kan pemikiran tentang negara  Islam
wajib ditegakkan oleh Kaum muslimin
ini terbagi menjadi dua bagian. Kelom-
pok pertama memandang, bahwa me-
negakkan negara Islam, apapun ben-
tuknya atau sistemnya, baik Republik,
Kesultanan, Khilatah dan sebagainya,
yang jelas bahwa negara Islam itu
haruslah menjadikan al-Quran dan al-
Sunnah sebagai hukum yang diber-
lakukan di negara tersebut. Sedangkan
kelompok kedua berpendapat, bahwa
sistem pemerintahan satu-satunya bagi



kaum muslimin adalah sistem khilafah
dan tidak ada sistem lain. Kelompok
kedua ini berargumentasi bahwa sepen-
inggal Rasul Allah saw, maka sistem
kekhalifahan ini yang melanjutkannya,
serta Rasul Allah pun tidak pernah me-
nyebut sistem pemerintahan yang lain,
kecuali sistem kekbalifahan yang dise-
but dalam hadis.

Ulama kekinian yang termasuk
dalam kelompok kedua ini misalnya;
Dr. Dhiya al-Din al-Rais, yang nicnu-
lis buku bantahan dari wiisan Abdu
al-Raziq dengan judul Al-Islam wa al-
Khilafah fi al-’Asher al-Hadits dan
Yusuf Musa dengan bukunya Nidzam
al-Hukmi fi al- Islam. Keduanya da-
lam pemikirannya menegaskan tentang
kewajiban menegakkan sistem khilafah
sebagai satu-satunya sistem pemerin-
tahan Islam.
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Ketiga model pemerintahan dalam
Politik Islam inilah yang sekarang me-
warnai kaum muslimin dalam meman-
dang sistem kenegaraan dalam Islam.
Temyata masing-masing pemikiran ini
kini mencoba untuk tetap eksis dengan
kekuatan dan kelemahan argumen-
tasinya. Bagi kaum muslimin tentu
saja dituntut untuk berpikir dan

menilai dengan pikiran yang jernih,

berupaya menimbang dari  model-
mode! ini, mana saja yang terbaik dan
tentu paling sesuai dengan kondisi dan
situasi ummat Islam, dalam rangka ter-
wujudnya kesejahiteraan dan kebaha-
giaan dan kedamaian dalam kehidupan
uminat manusia.
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